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ABSTRACT 

 

This study aims to compare the time efficiency of land certificate issuance between 

the conventional system (analog certificates) and the digital system (electronic 

certificates) at the Land Office of Kudus Regency. The research is motivated by the 

Ministry of ATR/BPN’s efforts to implement digital transformation in land services, 

addressing the growing demand for faster, more efficient, and accountable public 

services. A descriptive quantitative method with a comparative approach was used, 

supported by secondary data analysis and interviews with service officers. 

The results show that the average processing time in the electronic system is 

significantly shorter than in the analog system. The digital approach also records 

a higher completion rate and reduces the backlog of pending applications. 

However, challenges remain, particularly in terms of infrastructure readiness and 

human resource adaptation. 

The study concludes that electronic certificates are technically more efficient than 

analog certificates, especially in service speed. Further strategies are needed, 

including infrastructure enhancement and public education, to ensure a sustainable 

digital transition. 

 

Keywords: time efficiency, electronic certificate, analog certificate, land services, 

digitalization. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

E-government atau biasa dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) adalah penerapan teknologi untuk membantu membangun 

sistem pemerintahan yang lebih efisien dengan menggunakan internet sebagai 

alat untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuannya adalah memungkinkan 

pemerintah untuk berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang 

membutuhkan informasi yang dibutuhkan pemerintah. Informasi yang 

dibutuhkan, yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan 

komunitas bisnis dan merupakan ekspresi dari reformasi birokrasi. Belum lagi 

hubungan dengan pegawai pemerintah, teknologi ini juga memudahkan 

organisasi atau lembaga yang terlibat dalam administrasi perdagangan, proses 

politik, dan hubungan sosial budaya untuk bekerja sama. Selain itu, tujuan 

utama penerapan SPBE adalah untuk memperkuat hubungan antara masyarakat 

dan pemerintah (Aushap dkk., 2023).  

Di Indonesia, proses administrasi pertanahan, khususnya dalam 

penerbitan sertipikat tanah, selama ini masih dilakukan secara manual dengan 

menggunakan sertipikat fisik (analog). Proses ini sering kali memakan waktu 

yang lama dan melibatkan biaya yang cukup tinggi, baik untuk pihak pemohon 

sertipikat maupun pihak Kantor Pertanahan. Selain itu, proses penerbitan 

sertipikat secara manual yang masih berlaku juga rentan terhadap kesalahan 

administratif, kehilangan data, dan kemungkinan penyalahgunaan dokumen. 

Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah 

dan menciptakan hambatan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, 

karena masyarakat kesulitan untuk memperoleh akses terhadap legalitas atas 

tanah mereka (Putra & Winanti, 2024). 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, berbagai sektor mulai 

mengadopsi sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan operasional, tidak 
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terkecuali dalam bidang pertanahan. Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis 

Elektronik (SPBE) juga dilakukan oleh Kementrian Agraria  dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui penerbitan sertipikat 

tanah menggunakan sistem berbasis elektronik/digital. Digitalisasi sertipikat 

tanah membawa pengaruh signifikan dalam modernisasi layanan pertanahan di 

Indonesia, implemenasi sertipikat elektronik bertujuan meningkatkan efisiensi, 

keamanan, dan transparansi dalam administrasi pertanahan, serta memberikan 

kepastian hukum bagi pemilik tanah. Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Sertipikat Elektronik. Perubahan sertipikat elektronik bertujuan untuk 

mengedepankan transformasi digital karena dinilai penggunaannya lebih aman 

dibandingkan dengan konvensional/analog. Pelaksanaan perubahan sertipikat 

elektronik yang sebelumnya menggunakan sertipikat konvensional/analog pada 

kepemilikan sertipikat tanah ini ternyata masih menimbulkan kendala di 

masyarakat terkait keamanan, integritas data, dan kesiapan regulasi (Putra & 

Winanti, 2024).  

Penerapan sertipikat elektronik dalam sistem pendaftaran tanah di 

Indonesia sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan administrasi 

tanah, serta mitigasi praktik mafia tanah. Sertipikat elektronik memberikan 

berbagai manfaat, seperti meningkatkan kepastian hukum, mengurangi 

sengketa tanah, dan mewujudkan modernisasi dalam proses administrasi 

pertanahan. Adanya sertipikat elektronik yang dapat mencegah penipuan serta 

transaksi tanah ilegal yang sering dilakukan oleh mafia tanah, proses 

pendaftaran tanah menjadi lebih aman dan efisien jika dibandingkan dengan 

penggunaan sertipikat konvensional/analog. Selain itu, digitalisasi layanan 

pertanahan turut mempermudah kemudahan berbisnis dan memperlancar akses 

masyarakat terhadap layanan publik (Maulana dkk., 2024).  

Transisi dari sistem administrasi pertanahan analog ke elektronik 

membawa dampak yang besar terhadap proses peralihan hak atas tanah. 

Sertipikat elektronik memungkinkan peralihan hak, seperti jual beli, hibah, dan 

warisan, untuk tercatat secara lebih akurat dan cepat dalam sistem pendaftaran 
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tanah. Hal ini mengurangi risiko manipulasi dan pemalsuan dokumen yang 

sering terjadi pada sertipikat fisik. Sebagai tambahan, sistem elektronik ini 

meningkatkan kepastian hukum dan mempercepat proses verifikasi status 

tanah, yang memungkinkan masyarakat dan instansi terkait untuk mengakses 

informasi secara lebih efisien dan aman. Menurut Direktorat Jenderal Agraria 

dan Tata Ruang (2021), digitalisasi sertipikat pertanahan memberikan 

kontribusi positif dalam mengurangi potensi sengketa tanah dan memperlancar 

peralihan hak melalui proses yang lebih transparan dan terintegrasi. 

Banyak masyarakat yang menilai bahwa sertipikat elektronik belum 

dibutuhkan saat ini, karena masih banyak permasalahan tanah yang belum 

diselesaikan. Namun tidak sedikit masyarakat yang mendukung transformasi ke 

sertipikat elektronik karena alasan sertipikat elektronik memberikan 

keuntungan, seperti efisiensi administrasi, aksesbilitas data, dan perlindungan 

dari resiko kerugian fisik. Tujuan dari sertipikat elektronik ini adalah untuk 

meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, memudahkan proses 

digitalisasi, dengan tujuan meminimalisir konflik dan sengketa. Hal tersebut 

menjadi urgensi transformasi ke sertipikat elektronik (Putra & Winanti, 2024).  

Sejak resmi diluncurkan pada bulan Desember 2023, program Sertipikat 

Tanah Elektronik yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN telah 

menunjukkan capaian yang signifikan. Hingga pertengahan tahun 2024, jumlah 

sertipikat elektronik yang berhasil diterbitkan mencapai 3.192.663 dokumen, 

tersebar di 486 Kantor Pertanahan yang telah melaksanakan implementasi 

program ini di seluruh wilayah Indonesia. Pencapaian tersebut tidak hanya 

merepresentasikan keberhasilan administratif dalam menjalankan agenda 

transformasi digital pertanahan, tetapi juga menjadi indikator bahwa 

masyarakat semakin menerima dan menaruh kepercayaan terhadap sistem 

sertipikat elektronik sebagai instrumen hukum yang sah dan memiliki kepastian 

hukum. Tingginya angka penerbitan tersebut mencerminkan meningkatnya 

minat masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam layanan pertanahan, 

yang dianggap lebih aman, efisien, dan adaptif terhadap tantangan era digital. 

Sertipikat elektronik dinilai mampu mengurangi risiko kehilangan atau 



4 

 

kerusakan fisik, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan hak atas tanah oleh negara (Kementerian ATR/BPN, 2024). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia 

meluncurkan program digitalisasi sertipikat tanah melalui sistem sertipikat 

elektronik . Sistem ini bertujuan untuk menggantikan sertipikat analog dengan 

sertipikat berbasis elektronik yang lebih aman, cepat, dan efisien. Penggunaan 

sertipikat elektronik diharapkan dapat mempercepat proses administrasi 

pertanahan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pertanahan. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah Indonesia mulai 

menerapkan sistem digitalisasi dalam administrasi pertanahan. Salah satu 

perubahan besar yang dilakukan adalah penerbitan sertipikat tanah dalam 

format elektronik yang menggantikan sertipikat fisik (analog). Hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan dalam 

administrasi pertanahan. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, proses 

penerbitan sertipikat tanah telah mengalami transisi dari sistem analog ke sistem 

elektronik. Namun, efisiensi waktu penerbitan sertipikat tanah dengan kedua 

sistem tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut, terutama pada pelayanan 

pemeliharaan data pertanahan terkait pelayanan peralihan haknya. Penelitian ini 

berfokus pada perbandingan efisiensi waktu penerbitan sertipikat tanah 

menggunakan sistem analog dan elektronik dengan fokus pada pelayanan 

pemeliharaan data pertanahan terkait peralihan hak di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus. 

Selain itu, implementasi transformasi digital oleh Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sistem pelayanan 

pertanahan berbasis elektronik mulai diterapkan secara luas melalui sertipikat 

elektronik. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, 

serta keamanan dalam administrasi pertanahan. Namun demikian, transisi dari 

sistem analog ke sistem elektronik tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi 

juga menghadirkan berbagai tantangan di lapangan, seperti keterbatasan 

infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, serta penerimaan masyarakat 
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terhadap perubahan sistem. Hal ini turut menjadi sorotan dalam pelaksanaan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus yang menjadi lokasi penelitian ini. Oleh 

karena itu, selain mengukur efisiensi kedua sistem, penelitian ini juga 

menyoroti tantangan aktual yang dihadapi dalam implementasi layanan 

pertanahan berbasis digital. 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam mengukur efisiensi sistem digitalisasi pertanahan 

yang tengah diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dan 

memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak berwenang untuk 

memperbaiki implementasi sistem digitalisasi di masa depan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang telah mengimplementasikan sertipikat elektronik di dalam 

pelayanan administrasi pertanahan. Proses penerbitan sertipikat elektronik 

diharapkan dapat memperbaiki sistem layanan publik yang selama ini 

cenderung lambat dan rentan terhadap berbagai masalah, seperti duplikasi data 

dan ketidakakuratan informasi. Namun, meskipun sudah ada implementasi 

sertipikat elektronik, peralihan dari sistem analog ke elektronik masih 

menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi kesiapan masyarakat maupun 

infrastruktur yang mendukung. Di satu sisi, sertipikat elektronik menjanjikan 

berbagai kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain, masyarakat dan pegawai 

Kantor Pertanahan perlu adaptasi terhadap teknologi baru tersebut. Oleh karena 

itu, penting untuk mengetahui sejauh mana digitalisasi ini berdampak pada 

efisiensi penerbitan sertipikat tanah di Kabupaten Kudus. Berdasarkan latar 

belakang dan hasil prasurvei yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini meliputi:  

1. Apakah digitalisasi data meningkatkan efisiensi waktu pelayanan pada 

proses peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus? 

2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam transisi dari sertipikat analog ke 

sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah 

adalah  

a. Untuk mengetahui perbedaan efisiensi waktu penyelesaian berkas 

permohonan penerbitan sertipikat tanah dalam proses peralihan hak 

antara sistem digital (sertipikat elektronik) dan sistem konvensional 

(sertipikat analog) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

b. Untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi 

dalam proses transisi dari sistem sertipikat analog ke sertipikat 

elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat sumbangsih 

terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam aspek pengaruh 

digitalisasi terhadap efiensi antara sertipikat elektonik dengan sertipikat 

analog di Kantor Pertanahan terutama Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kudus dan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang 

tertarik dalam bidang digitalisasi, efisiensi administrasi, dan 

pengelolaan pertanahan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi praktisi di 

bidang pertanahan dan administrasi publik mengenai pentingnya 

penerapan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi layanan. 

Serta, dapat juga memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah, 

khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, dalam merumuskan 

kebijakan yang lebih efektif terkait digitalisasi layanan publik. 

 

D. Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang 

dikaji perlu dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini terbatas pada 
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perbandingan efisiensi waktu penerbitan sertipikat tanah menggunakan sistem 

analog dan elektronik terkait dengan pelayanan pemeliharaan data pertanahan, 

khususnya pada pelayanan peralihan hak. Akses data dibatasi pada layanan 

peralihan hak karena jenis layanan tersebut paling sering dilakukan dan 

memiliki variasi bentuk yang memungkinkan perbandingan yang 

komprehensif.  
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penulisan mengenai digitalisasi data meningkatkan 

efisiensi waktu pelayanan pada proses peralihan hak di Kantor Peertanahan 

Kabupaten Kudus, diperoleh bahwa sistem elektronik memberikan hasil 

yang lebih efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata jumlah permohonan per hari 

yang diproses melalui sistem elektronik lebih tinggi dibandingkan sistem 

analog, yakni sebesar 46,19 berkas, dibandingkan sistem analog yang hanya 

mencapai 32,78 berkas. Analisis statistik menggunakan uji-t berpasangan 

menghasilkan nilai t-hitung sebesarَّ −4,878,َّ sedangkanَّ nilaiَّ t-tabel pada 

taraf signifikansi 5% (df = 119) adalah ±1,980. Karena |t-hitung| > t-tabel, 

maka terdapat perbedaan signifikan antara kedua sistem, dan sistem 

elektronik terbukti secara statistik lebih efisien. Faktor penyebab efisiensi 

ini antara lain adalah pengurangan tahapan manual, integrasi data digital, 

dan percepatan proses verifikasi. 

Temuan dari Lampiran 3 menunjukkan bahwa sistem elektronik juga dapat 

mengalami hambatan signifikan pada hari tertentu (misalnya hari ke-52 

hanya menyelesaikan 1 berkas). Maka, meskipun lebih efisien, sistem 

elektronik masih membutuhkan stabilitas infrastruktur dan pengelolaan 

beban kerja yang baik. 

2. Penelitian ini juga mengungkap berbagai tantangan dalam proses transisi 

dari sistem analog ke sistem elektronik, baik dari aspek teknis, 

kelembagaan, maupun sosial kultural. Oleh karena itu, efisiensi sistem 

elektronik perlu didukung dengan strategi implementasi yang komprehensif 

agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pemangku 

kepentingan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

disadari bahwa keberhasilan implementasi sistem sertipikat elektronik tidak 

hanya ditentukan oleh efisiensi teknis semata, namun juga dipengaruhi oleh 

kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat 

penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis 

sebagai bentuk tindak lanjut dari temuan penelitian ini. Saran-saran berikut 

disusun sebagai masukan yang bersifat aplikatif dan berorientasi pada perbaikan 

berkelanjutan dalam penerapan digitalisasi layanan pertanahan, khususnya di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini 

disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi 

praktis bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus maupun pihak terkait dalam 

mendukung keberlanjutan implementasi sistem sertipikat elektronik: 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus disarankan untuk terus memperkuat 

infrastruktur digital serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 

melalui pelatihan rutin dan penyediaan pedoman teknis. 

2. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara intensif 

mengenai manfaat dan keamanan sertipikat elektronik agar dapat 

meningkatkan kepercayaan publik. 

3. Diperlukan pembaruan dan penyesuaian regulasi serta prosedur internal 

agar mendukung sistem digital yang efisien dan akuntabel. 

4. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas variabel kajian, seperti 

kepuasan pengguna dan efektivitas biaya, agar dapat memberikan gambaran 

yang lebih komprehensif mengenai implementasi sertipikat elektronik. 
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